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== PENDAHULUAN

Aplikasi Satker +* Ditetapkannya paket UU Keuangan Negara menjadi momentum
reformasi terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

“+ UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara pasal 14 mengenai
kewajiban KL untuk menyusun RKAKL

“+ UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat 2
disebutkan Menkeu sebagai BUN berwenang a.l. termasuk:

- menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara
- menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
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dan Penganggaran Pembangunan Nasional menambah
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== |NTEGRAS|I PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

ANGGARANI
! KONSEP KEBIJAKAN RAPBN
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== |NTEGRAS|I PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

2018-Present (sisi belanja)
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ANGGARAN
) Anggaran
Referensi T DJPB
Pembangunan (Dit.PA dan Kanwil)
?IP?;;Z% Kegiatan Frinted & ADK
' ' da RKAKLDIPA Onli
Output, Prioritas) pace ane
Modul ANGGARAN [  Revised
Note: Anggaran
Pada fase perencanaan, referensi SAKTI/RKAKL dipasok oleh sistem Krina di Bappenas 2 ADK
Pada fase pelaksanaan, perubanan referensi SAKTTI/RKAKL dibalikkan Ke Bappenas pada RKAKLDIPA Online
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 Modul
~ Pelaporan
 dan Piutang

APLIKASI EKSISTING APLIKASI EKSISTING

+¢ Dimulai dengan modul penganggaran, proses bisnis lanjutan
akan dikelola dengan modul lainnya sesuai dengan tujuan
masing-masing sampai dengan pelaporan keuangan




— |NDIKATOR YANG RELEVAN

Aspek 7 :Llayanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator: 33 34 36
Layanan Layanan Layanan
Penganggaran Keuangan Pengelolaan
BMN

1. Memberikan informasi terkait Vv Vv Vv

2. Memberikan layanan interaksi seperti: pencarian, Vv Vv Vv
pengunggahan dan pengunduhan dokumen

3. Memberikan layanan transaksional terkait, seperti: Vv Vv Vv
otomasi alur kerja, transaksi, validasi data

4. Memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik Vv Vv Vv
lainnya

5. Telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan Vv Vv Vv

evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan,
teknologi atau kebutuhan instansi

Indikator bersifat kumulatif
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+» Sistem Keuangan Negara tidak hanya
menstandardisasi struktur data keseluruhan
siklus pengelolaan keuangan negara, namun Parving ()
juga menyediakan sistem terintegrasi yang KRISNA
mengarah pada single database dan
disediakan oleh Kemenkeu untuk seluruh
K/L sampai dengan level Satuan Kerja Polcy Developrmen

and Review

Preparation

“ IFMIS Kemenkeu selama ini terhubung T [N
dengan hampir semua bank/Lembaga el Auorzton e
keuangan yang terkait dengan fm}/:fmmw)m -
pengelolaan keuangan negara / Fgggggig;ga ) o o)
: : . A oa Bea & Cukai
% Menggunakan NIK atau NPWP sebagai Publshontor A o o2 \ CEsA
data utama untuk interface dengan Ly ] i . - ok
internal/eksternal system (0 i
ek | Vg
 Penambahan integrasi dengan system Menagemert

perencanaan menambah tingkat v
kolaborasi system ke arah hulu dari
keseluruhan proses.

IFMIS (Integrated Financial Management
Information System)
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